PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 768 Tahun 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 410 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kota Bandung Tahun 2013 telah ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 410 Tahun 2012,
namun dalam perkembangan keadaan tahun berjalan,
perlu adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, serta keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa
penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan dalam
Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan dan penganggaran, perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun
2013 ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang
menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun
Perubahan APBD Tahun 2013;

c. bahwa ...



Mengingat
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bahwa berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa RKPD
dapat dirubah dalam hal tidak sesuai dengan keadaan
tahun berjalan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor
410 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Bandung Tahun 2013;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan ...



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2013;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan ...



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan

Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 410 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung
Nomor 410 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 31),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 2
Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran
dari RPJMD Tahun 2009-2013.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 3
(1) Perubahan RKPD Tahun 2013 memuat perubahan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan
Daerah.
(2)Perubahan ...
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(2) Perubahan RKPD Tahun 2013 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan, antara lain memuat/menjelaskan
maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran
tentang perubahan kerangka ekonomi daerah;

b. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II,
antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun n-1 sampai dengan
Triwulan II tahun 2013; dan

c. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
dalam Perubahan RKPD, antara lain memuat
kegiatan lanjutan tahun sebelumnya,
pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan
lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, serta
kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2013 dijadikan:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD
dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS Tahun 2013 untuk menyusun Perubahan

APBD Tahun 2013;

b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun

Perubahan Renja SKPD Tahun 2013.

Pasal II ...



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Walikota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2013
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 15 Agustus 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRTIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
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H. ADIN MUKHTARUDIN, SH, MH

Pembina TK. I
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